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ABSTRAK 
ARBIANSYAH HASENG MALAPUA (B111 09 055), DENGAN JUDUL  
“PENERAPAN ASAS THE LAST RESORT DALAM PENJATUHAN SANKSI 
PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”. DI BAWAH 
BIMBINGAN BAPAK SYAMSUDDIN MUCHTAR. SELAKU PEMBIMBING I DAN 
IBU Hj. HAERANAH SELAKU PEMBIMBING II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas The Last Resort dalam 
penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim anak kepada anak yang berperkara pada saat proses peredilan pidana anak, yang 
dimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. Adapun tujuan lain dari penelitian ini, yakni apakah pertimbangan hakim anak dalam 
memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan apakah dalam 
mempertimbangkannya sudah sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendari Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Balai Pemasyarakatan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data, dengan melakukan wawancara dan pengumpulan 
data atau dokumen  yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. 
Dari hasil Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri kendari dan Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) Kendari Provinsi Suawesi Tenggara,  anak dalam hal ini sebagai 
pelaku tindak pidana sebahagian besar dalam pemberian sanksi bagi anak dijatuhkan pidana 
penjara oleh hakim anak, yang dalam penjatuhan sanksi oleh hakim anak kurang 
mempertimbangkan hak-hak bagi anak dan kepentingan terbaik serta keberlangsungan  
tumbuh kembang anak, yang dapat berdampak pada tumbuh kembang, sikap dan perilaku 
serta masa depan bagi anak. 
Pemberian sanksi pidana penjara bagi anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan 
hukum yang berlaku dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terhakir dalam pemberian 






ARBIANSYAH HASENG MALAPUA (B111 09 055), WITH THE TITLE "THE LAST 
RESORT THE APPLICATION OF PRINCIPLES OF CRIMINAL SANCTIONS 
FOR CHILDREN DOING CRIME". UNDER THE GUIDANCE FATHER 
MOCHTAR SAMSUDDIN. AS SUPERVISOR I Hj. HAERANAH AS SUPERVISOR 
II. 
This study aims to determine the application of the principle of Last Resort in the 
imposition of criminal sanctions for children who commit crimes handed down by the 
judge a litigant child to child during the process of criminal peredilan children, who where 
stipulated in the Regulations No.. 3 of 1997 on Juvenile Justice. The other purpose of this 
study, namely whether the judge considered the child in penalizing children who commit 
crime and considered whether the rule is in accordance with the applicable Regulations. 
The author conducted research in the District Court of Kendari Southeast Sulawesi and 
Central Correctional Kendari Southeast Sulawesi province, the use of data collection 
techniques, to conduct interviews and collect data or documents relating to the issues that 
will be studied. 
From the results of research conducted in the District Court kendari and Correctional 
Center (BAPAS) Kendari Southeast Suawesi Province, the child in this case as criminal 
sanctions are by and large in the child imprisonment imposed by the judge the child, that 
the imposition of sanctions by the judge the child is less consider the rights of the child and 
the best interests of the child as well as the sustainability of growth and development, 
which may have an impact on growth and development, attitudes and behavior as well as 
the future of the child. 
Sanctions of imprisonment for children can only be made in accordance with applicable 





Anak sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak 
dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak 
tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB Tahun 1984 tentang 
Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelhia tahun 1994, Konstitusi ILO, 
Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-hak Anak, Konvensi PBB, Konvensi PBB 
Tahun 1989 tentang Hukum Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi PBB  Tahun 
1989 tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua Negara di dunia secara 
moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.  
   Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, 
yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau 
dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab 
atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial 
(Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak). 
Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah 
agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah 
Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak Tahun 
1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan 
Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan serta pemenuhan hak anak masih jauh 
dari yang diharapkan. akan tetapi anak yang melakukan tindakan kejahatan atau 
tindak kriminal berlaku ketentuan khusus dengan berpedoman kepada Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maupun pemidanaannya 
dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman 
penjara bagi orang dewasa sehingga kekhususan  penanganan peradilan anak dapat 
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mereduksi ketentuan dalam KUHP maupun KUHAP dengan berdasarkan asas Lex 
Spesialis Derogate Generalis. 
Prinsip-prinsip penjatuhan pidana terhadap anak antara lain terkandung di 
dalam  Standard Minimum Rules For Administration Of Juvenile ( The Beijing 
Rules ), Un Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Liberty dan 
Convention On The Right Of The Child, yang telah diratifikasi oleh pemerintah 
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pidana terhadap anak 
yang tertuang di dalam dokumen-dokumen internasional ini dan keinginan agar 
penjara sejauh mungkun tidak dijatuhkan khususnya terhadap anak, yang telah 
dituangkan di dalam rencangan KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak  serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan Penelitian 
lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara 
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Penelitian pustaka (library 
research), yaitu menelah hubungan dengan objek penelitian. Wawancara, yaitu 
tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang 
diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Serta Dokumen, yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan 
dengan  permasalahan yang akan dikaji. 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada umumnya asas adalah unsur yang paling penting dan yang paling 
pokok dari peraturan hukum, dapat dikatakan bahwa asas itu merupakan jantung 
dari peraturan hukum demikian dikatakan karena : 
1. Asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan 
hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya 
bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. 
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2. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 
hukum atau merupakan peraturan ratiolegis dari peraturan hukum, asas 
hukum juga tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu 
peraturan hukum selanjutnya. (Lihat Paton, 1971:204), (Sutjipto 
Rahardjo, 45 hal). (Said Sampara 2009:81)  
Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret melainkan latar 
belakang peraturan-peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. 
Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan 
yang konkret atau pasal-pasal.(Said Sampara 2009:84).  
Melihat dari fungsi asas secara umum, asas hukum mempunyai dua 
fungsi yaitu : 
1. Fungsi asas dalam hukum yakni mendasarkan eksistensinya pada 
rumusan pembentuk Undang-Undang dan hakim (fungsi yang bersifat 
mengesahkan) 
2. Fungsi asas dalam ilmu hukum yakni dimana asas hanya bersifat 
mengatur dan ekspilikatif. (Said Sampara2009:83) 
Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini 
belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat 
kenakalan anak di Indonesia khususnya di kota Kendari. Ini dapat di lihat dari data 
hasil penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kendari 
Provensi Sulawesi Tenggara menunjukan adanya perubahan yakni dari tahun 2010 
ke tahun 2011 mengalami penurunan, ini menandakan bahwa adanya penurunan 
kenakalan anak di kota kendari. Sesuai data dari BAPAS di tahun 2010 mencapai 69 
kasus di tahun 2011 hanya 42 kasus yang di terima BAPAS dari pihak penyidik 
Kepolisian. Akan tetapi pada tahun berikutnya kasus anak kembali meningkat, 
dimana tahun sebelumnya terdapat 42 kasus anak yang di jadikan klien anak di 
BAPAS, ini kembali meningkat menjadi 56 kasus anak pada tahun 2012. Dalam 
perkara anak khusunya di kendari, klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak sesuai dengan data dari Balai Pemasyarakatan kota Kendari yakni: pencurian 
65%, cabul 15%, penganiayaan 10%, dan 10% pelanggaran lalulintas. Ini 
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menggambarkan bahwa tingkat kenakalan anak di kota kendari sudah harus 
diperhatikan, dan harus ada upaya penanggulangan yang tepat agar permasalahan 
anak di kota Kendari pada khususnya dan Negara pada umumnya dapat di 
minimalisir.  
Dalam wawancara dengan kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) 
bapak I Gede Artayasa, S.Pd. mengetakan bahwa “dalam melakukan penelitian 
kemasyarakatan khususnya pada perkara anak, BAPAS mengutus salah satu 
pegawai di sini untuk melakukan penelitian sampai dengan pendampingan, akan 
tetapi untuk pendampingan dari pihak Bapas sendiri ini juga, sering dari pihak 
BAPAS tidak menghadiri sidang anak berperkara di pengadilan yang merupakan 
klien dari BAPAS, Ini di karenakan beberapa faktor yakni: lokasi beracara klien 
yang cukup jauh, adanya pekerjaan lain di kantor, lalai, dan lain-lain”.  
Pernyataan tersebut di atas menjadi tanda Tanya besar, mengapa dalam hal 
penanganan anak sebagai klien di BAPAS, baik dari proses penyidikan sampai 
dengan proses pengadilan, pihak dari BAPAS sepertinya kurang perduli terhadap 
anak yang terjerat masalah hukum, padahal anak haruslah diberikan perhatian dan 
perlindungan di saat anak tersebut membutuhkannya. Anak sebagai satu-satunya 
generasi penerus bangsa, haruslah di bimbing dengan baik dan secara benar serta 
dilindungi hak-haknya karena apabila anak sebagai penerus cita-cita bangsa 
diterlantarkan begitu saja maka yakinlah Negara yang kita cintai ini akan menjadi 
Negara yang tidak mempunyai masa depan yang cerah. 
Menurut penulis pemberian efek jera kepada anak dengan memberikan 
sanksi berupa sanksi pidana penjara akan membuat dampak buruk bagi 
keberlangsungan hidup seorang anak, karena di usianya yang masih dalam batas 
usia anak mereka harus memikul beban batiniah yang sangat berat, di tambah 
apabila anak tersebut sedang menjalani proses pendidikan yang harus terputus atau 




Pada saat melakukan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota 
Kendari Sulawesi Tenggara, menemukan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang 
dilakukan oleh anak hampir semua kasus tersebut dijatuhi hukuman penjara, hanya 
1% saja yang dijatuhi pidana tindakan. Ini adalah gambaran bahwa perlindungan 
anak masih belum menjadi priori bagi hakim dalam memutus perkara anak. Dalam 
wawancara dengan hakim anak yakni bapak Nendi Rusnendi, S.H. Mengatakan 
bahwa “alasan mengapa kami memberikan sanksi pidana penjara bagi anak karena 
pada proses mulainya penyidikan anak sebagai tersangka sudah di tahan, sehingga 
apabila kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kami dari pihak 
pengadilan juga menahan untuk kepentingan pemeriksaan, apabila dari penyidikan 
tidak di tahan maka dari pihak pengadilan juga dipertimbangkan untuk ditahan. Jadi 
inilah yang mendasari kami sebagai hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, 
karena mengingat masa penahanan yang dijalani oleh anak. Misalnya ada seorang 
anak yang terjerat kasus hukum dalam proses penyidikan anak tersebut ditahan 
selama 2 (dua) bulan, dan di pengadilan juga ditahan selama 1 (satu) bulan. Dari 
sinilah hakim memutuskan untuk memberikan sanksi pidana penjara bagi anak 
tersebut selama 3 (tiga) bulan 15 (Lima belas) hari”.    
Dalam hal pemidanaan anak perlu diketahui bahwa perlindungan bagi anak 
haruslah disimpan pada garis depan, karena kepentingan terbaik bagi anak adalah 
faktor terbesar dari dasar pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi 
terhadap anak nakal. Pemberian sanksi kepada anak oleh hakim anak di Pengadilan 
Negeri kota Kendari dapat dikatakan memberi dampak yang kurang baik dalam 
tumbuh kembang anak tersebut. Menunjukan 5% dari kasus anak mendapat pidana 
penjara di atas 1 tahun bahkan ada yang mencapai 6 tahun penjara.  
Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak yang 
melakukan tindak pidana, hakim dari Pengadilan Negeri Kendari menyatakan 
bahwa  
”kami sebagai hakim anak, dalam mempertimbangkan pemberian sanksi 
bagi anak terlebih dahulu melihat apakah pada tingkat penyidikan anak 
tarsebut sudah ditahan atau tidak. apabila di tahan maka kami dari pihak 
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pengadilan juga menahan anak tersebut untuk kepentingan pemeriksaan di 
pengadilan begitu pula sebaliknya”.  
 
Dengan munculnya Undang-Undang baru yakni Undang-Undang No. 11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan memberi 
pembaharuan pada penyelesaian perkara anak dan peningkatan untuk perlindungan 
bagi anak, dalam menyelesaikan permasalahannya demi kepentingan terbaik bagi 
anak. 
 Analisis Penulis Mengenai Penerapan Asas The Last Resort 
Dalam penerapan Asas The Last Resort dalam penjatuhan sanksi oleh hakim 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana, penulis berpendapat bahwa 
pemberian pemidaan penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana bukanlah 
menjadi jalan keluar terakhir melainkan menjadi pilihan utama dalam pemberian 
pidana kepada anak, ini dikarenakan hakim hanya melihat sisi tanggung jawab 
hukum saja tanpa melihat sisi tumbuh kembang anak, serta sisi sosial dan 
pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masalah hukum. Walaupun dengan 
adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang member batasan pertanggung 
jawaban hukum terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi 
walaupun demikian dalam penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan tindak 
pidana, harus tetap mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan juga 
kepentingan terbaik bagi anak. 
Menurut Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia mengatakan bahwa: 
“Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya akhir”. 
 
Dengan melihat Undang-Undang di atas memberikan perlindungan anak dari 
kekerasasan, diskriminasi, perampasan kemerdekaan, serta perlindungan hak-hak 
anak. Dalam Undang-Undang HAM telah di atur bahwa setiap anak berhak atas 
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perlindungan oleh orang tuanya, keluarga, masyarsakat, dan juga Negara. Jadi anak 
adalah sebagian tanggung jawab kita yang harus kita jaga dan lindungi sampai anak 
tersebut dapat tumbuh dewasa dan dapat melanjutkan tonggak estapet cita-cita 
bangsa di masa yang akan datang.  
Kemudian peranan orang tua sangat dibutuhkan dalam menjaga, mendidik, 
mengawasi perilaku dan sikap anak. Karena orang tua adalah sarana paling efektif 
dalam rangka meminimalisir kenakalan yang terjadi dan dilakukan oleh anak, 
karena orang tualah yang mengetahui apa yang diinginkan oleh anaknya, sehingga 
anak pada umumnya mendapatkan perlindungan dalam hal tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan yang diharapkan sehingga menjadi penerus cita-cita bangsa.   
D. SIMPULAN 
1. Penerapan Asas The Last Resort dalam penjatuhan sanksi oleh hakim anak di 
kendari terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ternyata tidak diterapkan 
dengan baik karena penjatuhan pidana penjara, menjadi primadona dalam 
pemberian sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana, kurangnya  
kepedulian terhadap tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak yang 
menjadikan anak sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah 
Tahanan.  
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana oleh hakim anak pengadilan negeri Kendari sebahagian besar 
hanya dengan mempertimbangkan masa tahanan yang di jalani anak dalam 
proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan, sehingga 
masa tahanan anak tersebut diakumulasikan dengan sanksi pidana penjara yang 
dijatuhkan kepada anak tersebut. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi 
hakim anak pengadilan negeri Kendari dalam pemberian sanksi terhadap anak 
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